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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah  menjatuhkan  penetapan

dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abd.  Hamid Alias Eno Sony Gala Bin Yohannes Gala Alias Eno Soni  Gala,

tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Juni 1969, agama

Islam,  pekerjaan  Usaha  Bengkel,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lalonggida

Rt/014  Rw/005  Kelurahan  Watulondo  Kecamatan  Puuwatu

Kota Kendari sebagai  Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April  2020

telah  mengajukan  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah,  yang

telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kendari,  dengan  nomor

113/Pdt.P/2020/PA.Kdi,  tanggal  16  April  2020,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon    dengan  Vivin  Santiaty  binti  Ismail  Bado adalah

suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah

dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam; 

2. Bahwa  Pemohon  dengan  Vivin  Santiaty  binti  Ismail  Bado

melangsungkan pernikahan  pada tanggal 16 September 2012 di Desa Baini

Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, dengan dinikahkan oleh seorang

Imam bernama Suryono,  yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung

dari  Pemohon II  yang bernama  Ismail  Bado  sedang yang menjadi saksi

nikah masing- masing bernama Jek dan Colleng dengan mas kawin berupa
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cincin  emas  sebesar  3  gram   yang  dibayar  tunai,  dan  disaksikan  oleh

segenap orang yang hadir;  

3. Bahwa pada saat  pernikahan Pemohon    berstatus duda dengan Akta

Cerai Nomor: 1285/AC/2011/PA/Mks dan Vivin Santiaty binti Ismail Bado

berstatus gadis;  

4. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Pemohon    dengan  Vivin  Santiaty

binti Ismail Bado telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan

belum dikaruniai anak; 

5. Bahwa antara  Pemohon dan  Vivin  Santiaty  binti  Ismail  Bado tidak

memilki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan; 

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,

karena  pernikahan  Pemohon  ternyata  tidak  terdaftar  di  Kantor  Urusan

Agama  (KUA)  Kec.  Sampara  Kabupaten  Konawe,  dengan  alasan  para

Pemohon  terlambat  mendaftarkan  pernikahan  kepada  KUA  yang

berwenang,  sementara saat  ini  Pemohon membutuhkan Akta Nikah agar

status perkawinan Pemohon dan  Vivin Santiaty binti  Ismail  Bado  jelas

menurut aturan yang berlaku;  

7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para

Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon mendapatkan

pengesahan pernikahan; 

8. Para  Pemohon  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku. 

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama Kendari, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Abd. Hamid Alias Eno Sony

Gala bin Yohannes Gala Alias Eno Soni gala) dan  Vivin Santiaty binti

Ismail Bado   pada tanggal 16 September 2012 di Desa Baini Kecamatan

Sampara Kabupaten Konawe;  

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  
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 SUBSIDER

 Dan  atau  jikaPengadilan  berpendapat  lain,  mohon  penetapan  yang

seadil-adilnya( ex a quo   et bono).

Bahwa pada hari  dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

terkait permohonan pengesahan nikah / Istbat Nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa  majelis  Hakim  menjelaskan  bahwa  format  permohonan  tidak

sesuai  dengan  Buku  II  (Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi

Peradilan Agama), format permohonan Pemohon jika istri tidak ikut bermohon

maka didudukkan sebagai Termohon (Buku II hal. 144);

Bahwa  atas  nasehat  tersebut,  Pemohon  menyatakan  mencabut

permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan

mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang,  bahwa  meskipun  permohonan  Pemohon  dicabut,  namun

karena  perkara  ini  telah  didaftar  dalam register  perkara  dan  termasuk  dalam

bidang perkawinan,  maka sesuai  Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama  , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
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2. Menyatakan  perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Kdi dicabut; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini sejumlah  Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim  Pengadilan Agama Kendari  yang dilangsungkan pada hari  Kamis tanggal  14

Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal  21 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H  sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H. dan

Drs.  H.  Syamsul  Bahri,  M.H  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Amnaida,

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; 

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp    30.000,00 
   2.  Proses  Rp    50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp  300.000,00 
  4.  PNBP  Rp    20.000,00
  5.  Redaksi  Rp    10.000,00 
  6.  Meterai  Rp      6.000,00 

    Jumlah  Rp  416.000,00
    ( empat ratus sebelas ribu rupiah ) 
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